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ABSTRAK 

 SK Kadinkes Kota Surabaya No.440/19547/436.3/2016 didasari oleh Kepmenkes RI No.HK.02.02/MENKES/ 

514/2015. Peraturan yang menjelaskan tentang kebutuhan penatalaksanaan penanganan 195 diagnosis klinis di FKTP 

karena berkaitan dengan kemampuan FKTP melakukan penanganan. Tabel pencapaian RRNS bulan Januari-Mei 2017 

menunjukkan klinik pratama merupakan jenis FKTP yang paling banyak menempati zona tidak aman (RRNS>5%) yakni 

16,68% di Surabaya. Penelitian bertujuan menganalisis kemampuan klinik pratama di Kota Surabaya dalam menangani 

195 diagnosis klinis. Penelitian menggunakan desain crosssectional deskriptif di empat klinik pratama dengan sampel 20 

orang. Hasil menunjukkan semua klinik yang diteliti belum mampu menyediakan pelayanan secara lengkap. Dokter klinik 

memiliki kemampuan yang baik sesuai SK Kadinkes Kota Surabaya No.440/19547/436.3/2016 tetapi tidak didukung 

dengan kelengkapan supply yang dibutuhkan sesuai Kepmenkes RI No.HK.02.02/MENKES/514/2015. Kesimpulannya, 

diagnosis klinis yang dapat ditangani dengan baik hanya sebanyak 65 (≤33%) dengan hambatan ketidakseimbangan 

antara kemampuan dokter dan kelengkapan supply. Penelitian ini menyarankan pembuat kebijakan juga meninjau 

kemampuan klinik dalam menyediakan supply dan klinik dapat menentukan strategi cost containment yang tepat untuk 

menangani 195 diagnosis klinis.

Kata kunci: kemampuan; diagnosis klinis; kelengkapan supply

ABSTRACT

 Head of Surabaya City Health Department Decree No.440/19547/436.3/2016 is based on Indonesian Minister of 

Health Decree No.HK.02.02/MENKES/514/2015. The regulation explains the need for the management of 195 clinical 

diagnoses in primary health facilities because it is related to the primary health facilities' capability to handle 195 clinical 

diagnoses. The RRNS achievement table in January-May 2017 shows that primary care clinics were primary health 

facilities that occupy the unsafe zone (RRNS>5%) namely 16.68% in Surabaya City. The research objective is to analyze 

the primary care clinics' capability in Surabaya City to handle the 195 clinical diagnoses. This research used a 

descriptive cross-sectional design in four primary care clinics with 20 people sampled. The results showed that all clinics 

had not been able to provide complete services. Clinical doctors had good capabilities in accordance with the Head of 

Surabaya City Health Department Decree No.440/19547/436.3/2016 but were not supported by the completeness of 

supply following the Indonesia Minister of Health Decree No.HK.02.02/MENKES/514/2015. In conclusion, only 65 (≤33%) 

clinical diagnoses can be handled properly with the imbalance between the doctors' capabilities and completeness of 

supply. This research suggests the regulation makers must also review the primary care clinics' capability to provide 

supplies and clinics can determine the right cost-containment strategy to handle 195 clinical diagnoses.

Keywords: capability; clinical diagnosis; completeness supply
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PENDAHULUAN

 Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia 

mengimplementasikan Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) untuk memenuhi kebutuhan dasar 

yang layak dan meningkatkan martabat masyarakat 

Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. 

Terdapat lima jenis program jaminan sosial di 

dalamnya, salah satunya adalah Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan kesehatan 

diberikan secara berjenjang melalui Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas 

Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). 

Pelayanan FKRTL hanya dapat diberikan atas 

rujukan dari FKTP, kecuali pada keadaan gawat 

darurat, kekhususan permasalahan kesehatan 

pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan 

ketersediaan fasilitas (Parman dkk, 2017) . Dalam 

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan 

bahwa FKTP terdiri atas puskesmas atau yang 

setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik 

pratama atau yang setara, dan rumah sakit kelas D 

atau yang setara.

 Pada tahun 2016, Kepala Dinas Kesehatan 

Kota Surabaya menetapkan Surat Keputusan (SK) 

Nomor 440/19547/436.6.3/2016 tentang panduan 

rujukan 195 diagnosis klinis bagi dokter di 

Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

sebagai pengganti SK Kepala Dinas Kesehatan 

(Kadinkes) Kota Surabaya Nomor 440/4700/ 

436.6.3/2016 tentang panduan rujukan 155 

diagnosis klinis bagi dokter di Surabaya pada Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya. Penyesuaian ini 

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia (Kepmenkes RI) Nomor 

HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang panduan 

praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama dan kesepakatan antara 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan BPJS 

Kesehatan Kota Surabaya, sehingga keputusan 

diberlakukan untuk semua FKTP di Surabaya yang 

telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selain 

menetapkan penatalaksanaan penanganan 195 

diagnosis klinis, Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/ 

MENKES/514/2015 juga menjelaskan kebutuhan 

obat, alat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan 

pemeriksaaan penunjang (supply) yang dibutuhkan. 

Ketersediaan dan kelengkapan supply merupakan 

faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan 

dokter di FKTP dalam menangani penyakit 

 (Nazriati dan Husnedi, 2015). Hal ini berpengaruh 

terhadap jumlah rujukan ke FKRTL karena terkait 

dengan kemampuan sebuah FKTP melakukan 

penanganan 195 diagnosis klinis tersebut 

(demand).

 Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPJS 

Kesehatan 2017 disampaikan bahwa biaya yang 

dibayarkan kepada fasilitas kesehatan selama tiga 

tahun adalah sebesar Rp. 166 Triliun. Sebanyak 

79,5% (Rp. 132 Triliun) digunakan untuk 

pembayaran di FKRTL sementara 20,5% (Rp. 34 

Triliun) digunakan untuk pembayaran ke FKTP. Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingginya 

angka rujukan menjadi sebab bertambahnya beban 

biaya klaim di FKRTL. Selain itu BPJS Kesehatan 

juga menetapkan standar Rasio Rujukan Rawat 

Jalan Non Spesialistik (RRNS). RRNS merupakan 

indikator yang mengukur kualitas pelayanan di 

FKTP dan optimalitas koordinasi serta kerjasama 

antara FKTP dan FKRTL sehingga dapat diketahui 

bahwa sistem rujukan terselenggara sesuai dengan 

indikasi medis dan kompetensi FKTP. Tabel 

pencapaian RRNS bulan Januari-Mei 2017 

menunjukkan bahwa jumlah FKTP di Kota 

Surabaya yang telah bekerja sama adalah 194 

FKTP dan jenis FKTP yang paling banyak 

menempati zona tidak aman adalah klinik pratama 

yakni sebesar 16,68%. FKTP yang dinyatakan 

termasuk dalam zona tidak aman adalah FKTP 

yang memiliki RRNS sebesar lebih dari 5% (RRNS 

>5%) setiap bulan. Formulasi perhitungan RRNS 

dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 

2019 menyebutkan RRNS >5% berarti bahwa 

dalam kurun waktu satu bulan terdapat >5% 

rujukan kasus non spesialistik dari seluruh jumlah 

rujukan FKTP.

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan 

mengatakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang 

mempengaruhi tingginya angka rujukan di FKTP. 

Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas atau sarana 

prasarana di FKTP menjadi faktor penentu 

keberhasilan dokter dalam menangani penyakit 

yang menjadi kompetensi FKTP (Nazriati dan 

Husnedi, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kemampuan klinik 

pratama di Kota Surabaya dalam menangani 195 

diagnosis klinis dengan mengidentifikasi perbedaan 

kemampuan klinik pratama di Kota Surabaya dalam 
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melakukan penatalaksanaan terhadap 195 

diagnosis klinis (demand) berdasarkan peraturan 

BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya serta menganalisis kelengkapan supply 

yang dibutuhkan dalam penanganan 195 diagnosis 

klinis (demand) tersebut. Faktor “supply” 

mempelajari tentang kebutuhan obat, alat, Bahan 

Medis Habis Pakai (BMHP), dan pemeriksaaan 

penunjang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan terkait 

penatalaksanaan terhadap 195 diagnosis klinis, 

sehingga dapat melakukan evaluasi untuk 

meningkatkan peran klinik sebagai gate keeper. 

METODE 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan desain cross sectional, metode deskriptif, 

serta bersifat observasional. Populasi penelitian 

merupakan seluruh klinik pratama di Kota Surabaya 

yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 

Pemilihan sampel klinik pratama menggunakan 

teknik purposive sampling yang kemudian terpilih 

empat klinik pratama. Klinik PLK Unair C dan Klinik 

Kencana Medika merupakan klinik yang memiliki 

RRNS <5% sedangkan Klinik Telkom Medika dan 

Klinik Pratama Vincentius A Paulo Karah (Pravinka) 

merupakan klinik yang memiliki RRNS >5% pada 

bulan Januari-Mei 2017. Subjek penelitian 

berjumlah 20 orang dari empat klinik pratama 

tersebut yang terdiri atas dokter yang telah bekerja 

paling lama di klinik pratama dalam menangani 195 

diagnosis klinis, apoteker/petugas logistik yang 

mengisi checklist kelengkapan obat, BMHP dan 

alat kesehatan, dan petugas analis 

kesehatan/petugas logistik/petugas lain yang 

mengisi checklist kelengkapan jenis pemeriksaan 

laboratorium. Dokter diwawancarai dengan 

menggunakan daftar pertanyaan untuk mengetahui 

gambaran umum klinik. Jika klinik bekerjasama 

dengan apotek atau laboratorium jejaring, maka 

pengisian dilakukan menyesuaikan MOU klinik 

dengan apotek atau laboratorium terkait. Terdapat 

delapan variabel yang diteliti yakni SDM, Obat, 

Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), alat kesehatan, 

ambulance, laboratorium kimia, pemeriksaan EKG, 

dan pemeriksaan radiologi. Penelitian dilakukan 

pada bulan Desember 2017 – Januari 2018. 

 Data yang dikumpulkan merupakan data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 

lembar wawancara mengenai gambaran umum 

klinik pratama dan beberapa lembar checklist. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa 

telaah jurnal dan skripsi, serta laporan bulanan 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Data yang telah 

terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptf 

yang menghasilkan tabel frekuensi. Data dalam 

tabel frekuensi kemudian dikategorikan sesuai 

dengan hasil jawaban responden. Untuk 

menentukan kemampuan klinik, dilakukan proses 

pemetaan. Tahap pertama adalah melakukan 

penilaian kemampuan dokter dalam menangani 

197 jenis diagnosis klinis dengan metode self 

assessment. Pemberian skor 10 apabila 

kemampuan dokter dalam menangani diagnosis 

klinis sesuai dengan level kemampuan yang 

ditentukan dan skor 0 apabila kemampuan dokter 

dalam menangani diagnosis klinis tidak sesuai 

dengan level kemampuan yang ditentukan. Tahap 

kedua adaah menilai kelengkapan supply yang 

dibandingkan dengan standar kelengkapan melalui 

peraturan yang diacuh, yakni SK Kepala Dinas 

Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya Nomor 

440/19547/436.6.3/2016 tentang panduan rujukan 

195 diagnosis klinis bagi dokter di Puskesmas pada 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

(Kepmenkes RI) Nomor HK.02.02/MENKES/514/ 

2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di 

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. 

Tahap ketiga adalah menilai kemampuan klinik 

pratama melalui penatalaksanaan 197 diagnosis 

klinis. Kemampuan penatalaksanaan diagnosis 

baik jika nilainya >8, kurang jika nilainya 6,1-8, dan 

tidak baik jika nilainya ≤6.

HASIL 

1. Ketersediaan Jenis Pelayanan Kesehatan Di 

Klinik Pratama

 Ketersediaan jenis pelayanan kesehatan di 

klinik pratama merupakan salah satu unsur yang 

dapat menggambarkan kemampuan klinik pratama 

dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jenis 

pelayanan kesehatan tersebut berupa pelayanan 

kebidanan, pelayanan apotek atau unit farmasi, 

pelayanan ambulan, pelayanan EKG, pelayanan 

USG, serta pelayanan rongent. 
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 Tabel 1 menunjukkan bahwa empat klinik yang 
diteliti bekerjasama dengan bidan sebagai jejaring 
untuk menyediakan pelayanan kebidanan. Semua 
klinik juga memiliki apotek/unit farmasi walaupun 
hanya Klinik Kencana Medika dan Klinik Pravinka 
yang apotek/unit farmasinya berada di dalam klinik. 
Klinik PLK Unair C dan Klinik Telkom Medika 
bekerjasama dengan apotek lain sebagai jejaring 
untuk menyediakan pelayanan apotek/unit farmasi. 
Untuk pelayanan ambulan, hanya Klinik Telkom 
Medika yang menyediakan, tiga klinik lainnya tidak 
menyediakan. Klinik Telkom Medika ini 
menyediakan pelayanan ambulan secara mandiri 
tanpa bekerjasama dengan pihak lain. Terkait 
penyediaan pelayanan pemeriksaan penunjang 
yang terdiri atas EKG, USG, dan Rongent, hanya 
Klinik Kencana Medika yang dapat menyediakan 
secara lengkap. Pelayanan tersebut dilakukan 
secara mandiri oleh Klinik Kencana Medika namun 
diberlakukan secara cost sharing bagi pasien BPJS 
pada setiap pemeriksaannya. tiga klinik lainnya 
tidak dapat menyediakan seluruh pelayanan 
pemeriksaan penunjang tersebut kecuali PLK Unair 
C yang hanya dapat menyediakan pelayanan 
rongent thorax.

2. Penanganan 197 Diagnosis Klinis 
Berdasarkan Kemampuan Dokter dan 
Kelengkapan Supply

a. Kemampuan Dokter Dalam Menangani 
195 Diagnosis Klinis Sesuai Level 
Kemampuan yang Ditetapkan BPJS 
Kesehatan Kota Surabaya

  SK Kadinkes Kota Surabaya Nomor 
440/19547/436.6.3/2016 menyatakan 
terdapat 195 diagnosis klinis yang wajib 
dipenuhi dokter menjadi kompetensi 
puskesmas atau klinik yang bekerjasama 
dengan BPJS kesehatan Kota Surabaya. SK 
Kadinkes Kota Surabaya Nomor 440/ 
19547/436.6.3/2016 195 diagnosis klinis ini 
kemudian berkembang menjadi 197 
diagnosis klinis karena hipoglikemia dan 
diabetes mellitus dikategorikan menjadi 2 
kemampuan dengan level kompetensi yang 
berbeda. Hipoglikemia dibagi menjadi 
hipoglikemia ringan dengan level 
kompetensi 4A dan hipoglikemia berat 
dengan level kompetensi 3B. Sedangkan 
diabetes mellitus dibagi menjadi DM tipe 2 
dengan level kompetensi 4A dan DM tipe 
lain dengan level kompetensi 3A. 
  Tabel 2 menunjukkan bahwa semua 
dokter di empat klinik yang diteliti memiliki 

kemampuan berkategori baik dalam 
menangani diagnosis klinis yang menjadi 
kompetensi klinik dengan angka pencapaian 
≥80%. Jumlah diagnosis yang mampu 
ditangani dokter di empat klinik tersebut 
sesuai dengan level kemampuan yang 
ditetapkan. Klinik Pravinka yang pencapaian 
level kemampuannya lebih rendah 
dibandingkan tiga klinik lainnya sudah 
mencapai 90,8%. Dari empat klinik tersebut, 
dokter Klinik PLK Unair C yang mampu 
menangani diagnosis klinis sesuai level 
kemampuan yang ditetapkan dengan jumlah 
terbanyak, yakni 182 diagnosis klinis atau 
98,9%. Hal ini disebabkan oleh berbagai 
hambatan, antara lain tidak tersedianya 
obat, pemeriksaan laboratorium kimia, dan 
pemeriksaan radiologi, tempat/ruangan tidak 
memadai, kurangnya petugas yang 
mengikuti pelatihan, dan tidak adanya 
wewenang. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa hambatan terbesar yang dialami 
keempat klinik tersebut adalah tidak 
tersedianya obat dan tidak adanya 
wewenang, yakni terjadi pada tujuh dari 15 
diagnosis klinis.

b. Penanganan 195 Diagnosis Klinis 
Berdasarkan Ketersediaan Bahan Medis 
Habis Pakai (BMHP)

   Sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 
HK.02.02/MENKES/514/2015, standar 
jumlah diagnosis klinis yang memiliki 
ketersediaan BMHP lengkap adalah 
sebanyak 88 diagnosis klinis. Tabel 2 
menunjukkan bahwa ketersediaan BMHP 4 
klinik yang diteliti termasuk dalam kategori 
lengkap. Hal ini ditunjukkan melalui 
persentase 80% bahkan ≥93%. Hal ini 
berarti bahwa minimal terdapat 82 diagnosis 
klinis yang memiliki ketersediaan BMHP 
lengkap pada empat klinik tersebut. Klinik 
dengan jumlah diagnosis klinis yang 
memiliki BMHP lengkap terbanyak adalah 
Klinik Telkom Medika, yakni sebanyak 85 
(97%) diagnosis klinis.

c. Penanganan 195 Diagnosis Klinis 
Berdasarkan Ketersediaan Obat

   Sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 
HK.02.02/MENKES/514/2015, standar 
jumlah diagnosis klinis yang memiliki 
ketersediaan obat lengkap adalah sebanyak 
183 diagnosis klinis. Tabel 2 menunjukkan 
bahwa ketersediaan obat empat klinik yang 
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diteliti termasuk dalam kategori tidak 
lengkap. Hal ini ditunjukkan melalui 
persentase <80%. Klinik dengan jumlah 
diagnosis klinis yang memiliki obat lengkap 
terbanyak adalah Klinik Kencana Medika, 
yakni sebanyak 143 (78%) diagnosis klinis. 
Klinik dengan jumlah diagnosis klinis yang 
memiliki obat lengkap tersedikit adalah 
Klinik Telkom Medika, yakni sebanyak 100 
(54%) diagnosis klinis. Pemberian 
pelayanan medis menjadi tidak maksimal 
karena obat yang tersedia masih kurang 
lengkap terhadap diagnosa tuntas di 
pelayanan dasar  . Hal ini ditunjukkan 
dengan masih banyaknya pasien yang 
seharusnya bisa diberikan pelayanan di 
klinik tetapi harus dirujuk karena tidak 
tersedianya obat. Ketersediaan obat sangat 
mempengaruhi angka rujukan karena hanya 
merujuk pasien yang menjadi solusi apabila 
obat tidak tersedia.

d. Penanganan 195 Diagnosis Klinis 
Berdasarkan Ketersediaan Alat Kesehatan

   Sesuai Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/ 
MENKES/514/2015, standar jumlah 
diagnosis klinis yang memiliki ketersediaan 
alat kesehatan lengkap adalah sebanyak 
136 diagnosis klinis. Pada tabel 2 dapat 
diketahui bahwa ketersediaan alat 
kesehatan di empat klinik yang diteliti 
termasuk dalam kategori tidak lengkap. Hal 
ini ditunjukkan melalui persentase <80%. 
Klinik dengan jumlah diagnosis klinis yang 
memiliki alat kesehatan lengkap terbanyak 
adalah Klinik Kencana Medika, yakni 
sebanyak 102 (75%) diagnosis klinis. 
Sedangkan kinik dengan jumlah diagnosis 
klinis yang memiliki alat kesehatan lengkap 
tersedikit adalah Klinik Telkom Medika, yakni 
sebanyak 76 (56%) diagnosis klinis. Jika 
alat kesehatan & sarana penunjang 
kesehatan kurang lengkap maka proses 
mendiagnosa pasien akan terganggu dan 
hal ini menyebabkan petugas kesehatan 
harus merujuk pasien ke rumah sakit 
sehingga akan berdampak pada 
meningkatnya penggunaan pelayanan 
kesehatan di rumah sakit (Faulina dkk, 
2016).

e. Penanganan 195 Diagnosis Klinis 
Berdasarkan Ketersediaan Laboratorium 
Kimia 

   Sesuai Kepmenkes RI Nomor HK.02. 

02/MENKES/514/2015, standar jumlah 
diagnosis klinis yang memiliki ketersediaan 
laboratorium kimia lengkap adalah sebanyak 
111 diagnosis klinis. Pada tabel 2 dapat 
diketahui bahwa ketersediaan laboratorium 
kimia 4 klinik yang diteliti termasuk dalam 
kategori tidak lengkap. Hal ini ditunjukkan 
melalui persentase <80%. Klinik dengan 
jumlah diagnosis klinis yang memiliki 
laboratorium kimia lengkap terbanyak 
adalah Klinik PLK Unair C, yakni sebanyak 
62 (56%) diagnosis klinis. Klinik dengan 
jumlah diagnosis klinis yang memiliki 
laboratorium kimia lengkap tersedikit adalah 
Klinik Kencana Medika dan Pravinka 
dengan jumlah masing-masing sebanyak 32 
(28%) diagnosis klinis. 

   Cara keempat klinik ini dalam 
menyediakan pelayanan laboratorium kimia 
berbeda-beda. Klinik PLK Unair C dan 
Telkom Medika menyediakan pelayanan 
laboratorium kimia dengan jejaring, tetapi 
hanya sebagian saja yang tidak berbayar, 
pemeriksaan lainnya ada yang berbayar ada 
pula yang cost sharing. Klinik PLK Unair C 
menyediakan pemeriksaan laboratorium 
kimia tanpa cost sharing paling banyak, 
yakni 13 jenis pemeriksaan. Klinik Kencana 
Medika memiliki laboratorium sendiri yang 
dapat memberikan pelayanan pada hampir 
semua jenis pemeriksaan laboratorium kimia 
yang dibutuhkan, tetapi hanya sebagian 
pemeriksaan pula yang tidak berbayar. 
Pelayanan laboratorium Klinik Pravinka 
dilakukan oleh dokter/perawat, bukan analis 
kesehatan sehingga jenis pemeriksaannya 
juga terbatas.

f. Penanganan 195 Diagnosis Klinis 
Berdasarkan Ketersediaan Pemeriksaan 
Radiologi 

   Dengan standar jumlah diagnosis klinis 
yang memiliki ketersediaan pemeriksaan 
radiologi sebanyak 28, dari empat klinik 
yang diteliti hanya Klinik PLK Unair C lah 
yang menyediakan pemeriksaan radiologi 
walaupun tidak lengkap. Jumlah diagnosis 
klinis yang memiliki ketersediaan 
pemeriksaan radiologi di PLK Unair C 
adalah 14 (50%) diagnosis klinis. 
Pemeriksaan radiologi yang diberikan oleh 
Klinik Unair C adalah pemeriksaan tanpa 
cost sharing untuk pasien BPJS. Namun 
jenisnya terbatas, hanya untuk pemeriksaan 
radiologi thorax PA saja. Jika pasien 
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membutuhkan jenis pemeriksaan lain, 
pasien disarankan untuk melakukan 
pemeriksaan di laboratorium berjenjang, 
tetapi biaya pemeriksaan ditanggung oleh 
pasien. Klinik lain yang menyediakan 
pemeriksaan radiologi adalah Klinik 
Kencana Medika, namun pemeriksaan 
radiologi yang disediakan ini berjenis cost 
sharing untuk pasien BPJS. Untuk 
pemeriksaan EKG tidak ada satupun klinik 
yang menyediakannya.

3. Kemampuan Klinik Dalam Penatalaksanaan 
197 Diagnosis Klinis

  Kemampuan klinik dinilai melalui 
kemampuan penatalaksanaan 197 diagnosis 
klinis. Kemampuan penatalaksanaan termasuk 
dalam diagnosis baik jika nilainya >8, kurang 
jika nilainya 6,1 - 8, dan tidak baik jika nilainya 
≤6. Tabel 3 menunjukkan hasil bahwa Klinik PLK 
Unair C adalah klinik yang memiliki kemampuan 

penanganan diagnosis klinis dengan baik & 
pada jumlah terbanyak, yakni sebanyak 65 
(33%) diagnosis klinis. Hal ini berarti bahwa 
terdapat 65 diagnosis klinis yang mampu 
ditangani dengan baik oleh Klinik PLK Unair C. 
Faktor penyebab baiknya penatalaksanaan 
Klinik PLK Unair C adalah kemampuan dokter 
pada klinik ini dalam menangani diagnosis yang 
sesuai dengan level kemampuan yang telah 
ditetapkan oleh Kadinkes Kota Surabaya dan 
BPJS Kesehatan Kota Surabaya. Selain itu, 
kemampuan dokter juga diimbangi dengan 
pemenuhan kelengkapan supply (obat, BMHP, 
alat kesehatan, dan pemeriksaan penunjang 
yang terdiri atas laboratorium kimia dan 
pemeriksaan radiologi) yang dibutukan untuk 
menangani 65 diagnosis klinis tersebut sesuai 
dengan ketentuan dalam Kepmenkes RI Nomor 
HK.02.02/MENKES/ 514/2015. Jumlah ini 
termasuk dalam jumlah yang sangat sedikit 
karena rata-ratanya masih <50% dari 197 
diagnosis klinis.
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Tabel 3. Kemampuan Klinik PLK Unair C, Telkom Medika, Kencana Medika, dan Pravinka Dalam 
Penatalaksanaan 197 Diagnosis Klinis Tahun 2018 

 

Nama Klinik 

Kemampuan Klinik Terhadap dalam 
Penatalaksanaan Diagnosis Klinis Jumlah 

Baik Cukup Kurang 

n n n n 

PLK Unair C 65 33% 61 31% 72 36% 197 100% 
Telkom Medika 51 25% 53 27% 95 48% 197 100% 
Kencana Medika 63 32% 84 43% 50 25% 197 100% 
Pravinka 52 26% 72 37% 73 63% 197 100% 
Sumber : Data primer diolah, 2018 

 
 Untuk diagnosis klinis yang kemampuan 
penanganannya cukup atau kurang disebabkan 
oleh adanya hambatan penanganan. Hambatan 
penanganan berupa ketidakmampuan dokter dalam 
menangani diagnosis klinis sesuai dengan level 
kemampuan yang telah ditetapkan padahal supply 
sudah tersedia lengkap, atau sebaliknya. 
Hambatan yang teridentif ikasi dalam 
penatalaksanaan diagnosis klinis yang menjadi 
kompetensi empat klinik yang diteliti adalah dokter 
klinik sudah memiliki kemampuan yang baik dalam 
menangani diagnosis klinik sesuai dengan level 
kemampuan yang ditetapkan oleh Kadinkes Kota 
Surabaya dan BPJS Kesehatan Kota Surabaya, 
tetapi tidak didukung oleh supply yang dibutuhkan, 
atau ketersediaan supplynya banyak yang tidak 
lengkap sesuai dengan ketentuan Kepmenkes RI 
Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015.

PEMBAHASAN 

 Kemampuan dokter di empat klinik tersebut 
termasuk dalam kategori baik dibuktikan pada 
jumlah diagnosis klinis yang mampu ditangani, 
yakni sebanyak >91%, Artinya terdapat minimal 
179 dari 197 diagnosis klinis yang mampu ditangani 
oleh dokter pada empat klinik tersebut. Untuk 
supply yang terdiri atas ketersediaan obat, BMHP, 
alat kesehatan, dan pemeriksaan penunjang seperti 
laboratorium kimia dan pemeriksaan radiologi 
sebagian besar tidak lengkap atau <80% kecuali 
ketersediaan obat yang mampu disediakan lengkap 
oleh empat klinik tersebut sesuai Kepmenkes RI 
Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015. 
 Dari empat klinik yang diteliti, berdasarkan 
ketersediaan pelayanan obat/unit farmasi dan 
pemeriksaan penunjang Klinik PLK Unair C, Klinik 
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Telkom Medika, dan Klinik Kencana Medika dinilai 
mampu menyediakannya untuk menangani 197 
diagnosis klinis walaupun sebagian besar jenis 
pelayanan pemeriksaan penunjang merupakan 
pelayanan berbayar atau cost sharing untuk pasien 
BPJS. Klinik Kencana Medika mampu 
menyediakan pelayanan obat/unit farmasi & 
pemeriksaan penunjang di dalam klinik. Klinik PLK 
Unair C dan Klinik Telkom Medika walaupun 
pelayanan pemeriksaan penunjang yang dimiliki 
kurang lengkap, tetapi kedua klinik ini mampu 
menyediakan pelayanan obat/unit farmasi yang 
lengkap walaupun melalui apotek jejaring. FKTP 
perlu melakukan kerjasama dengan pihak lain 
untuk membantu menyediakan sarana dan 
prasarana yang menunjang menunjang (Widaty, 
2017) . Sebenarnya empat klinik yang diteliti 
mampu menyediakan supply untuk penanganan 
197 diagnosis klinis dengan baik. Untuk 
menyediakan secara mandiri, setiap klinik memiliki 
regulasi tersendiri dalam menentukan jenis supply 
cost sharing atau bukan cost sharing bagi pasien 
BPJS Kesehatan. Perbedaan regulasi setiap klinik 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk visi dan 
misi klinik yang dipengaruhi oleh jenis kepemilikan 
klinik yang profit oriented atau non profit oriented.
 Berdasarkan informasi yang didapatkan, 
ketersediaan supply pada empat klinik untuk pasien 
BPJS kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan 
pasien yang diketahui berdasarakan jenis diagnosis 
klinis yang paling sering dilayani di klinik. 
Pengadaan supply, berdasarkan perpaduan 
kebutuhan pasien dengan unit cost yang 
dibutuhkan untuk melakukan penatalaksanaan 
terhadap setiap jenis diagnosis. Penggunaan dana 
kapitasi klinik diatur dengan prinsip kendali mutu 
dan kendali biaya (cost containment) dalam 
pemberian pelayanan terhadap pasien BPJS. Oleh 
karena itu, sering kali jumlah dana kapitasi yang 
didapatkan menjadi hambatan bagi klinik dalam 
memenuhi semua supply yang dibutuhkan karena 
selain untuk memenuhi kebutuhan pasien, dana 
kapitasi juga dibutuhkan klinik untuk dana 
operasional lainnya. Dana kapitasi yang diterima 
klinik pratama masih kurang mencukupi khususnya 
untuk pembelian obat dan laboratorium  (Budiarto 
dan Kristiana, 2015).
 Klinik yang dapat melakukan penatalaksanaan 
terhadap diagnosis klinis yang baik adalah klinik 
yang menyediakan pelayanan farmasi untuk 
memenuhi ketersediaan obat, BMHP, dan alat 
kesehatan serta pelayanan penunjang yang 
lengkap untuk memenuhi ketersediaan 
laboratorium kimia dan pemeriksaan radiologi. Hal 
ini disesuaikan dengan ketentuan dalam 

Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/514/ 
2015 dan kerelaan pasien BPJS untuk 
mengeluarkan biaya pribadi (out of pocket) guna 
mendapatkan obat atau pemeriksaan penunjang 
tersebut. Kondisi ini menjadi penyebab klinik tidak 
dapat melakukan penatalaksanaan diagnosis klinis 
sesuai dengan level kemampuan yang telah 
ditentukan dan memilih merujuk pasiennya menuju 
FKRTL. 
 Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa 
kelengkapan supply di sebuah klinik berpengaruh 
terhadap kemampuan klinik dalam menangani 
diagnosis klinis sesuai dengan level kemampuan 
yang ditetapkan. Penyakit yang merupakan 
kompetensi FKTP diharapkan dapat dituntaskan 
tanpa harus dirujuk melalui alat-alat kesehatan 
maupun obat-obatan dalam jumlah yang 
mencukupi. Hal ini dikarenakan rujukan FKTP ke 
FKTRL terjadi akibat minimnya ketersediaan supply 
untuk pasien BPJS di klinik  . Keterbatasan obat di 
pelayanan primer berhubungan dengan tingginya 
rujukan kasus non spesialistik karena baik dokter 
sebagai provider maupun pasien akan memilih 
memanfaatkan fasilitas rujukan untuk mendapatkan 
kecukupan obat  (Alawi dkk, 2015). 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

 Klinik yang mampu menangani diagnosis klinis 
dengan baik terbanyak adalah Klinik PLK Unair C. 
Jumlah diagnosis klinis yang mampu ditangani 
sebanyak 65 diagnosis klinis (33%). Penanganan 
diagnosis klinis yang baik merupakan kombinasi 
antara kemampuan dokter dalam menangani 
diagnosis klinis dengan kemampuan klinik dalam 
menyediakan supply sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan. 
 Jenis supply yang dibutuhkan untuk menangani 
197 diagnosis klinis pada 4 klinik yang diteliti tidak 
semua tersedia secara lengkap, hanya BMHP saja 
yang tersedia lengkap. Untuk jenis supply lainnya 
yakni obat, alat kesehatan, laboratorium kimia, dan 
pemeriksaan radiologi masih belum tersedia secara 
lengkap. Kendala utama yang menyebabkan 
adalah karena tidak semua jenis supply yang 
dibutuhkan dalam menangani diagnosis klinis 
disediakan tidak berbayar (no cost sharing) bagi 
pasien BPJS. Kemampuan empat klinik dalam 
menangani 197 diagnosis akan meningkat jika 
pasien bersedia mendapatkan pelayanan berbayar 
(cost sharing) karena terkadang klinik menerapkan 
pelayanan berbayar ini untuk obat atau 
pemeriksaan tertentu dengan biaya yang tinggi.
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Saran
 Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya sebaiknya melakukan 
penjajagan awal berupa identifikasi kelayakan 
sebuah klinik untuk beroperasi dalam menangani 
rujukan 195 diagnosis klinik yang sudah terstandar 
sebelum mengimplementasikan SK Kadinkes Kota 
Surabaya No. 440/19547/436.3/2016. Selain itu, 
Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya diharapkan tidak hanya 
meninjau kemampuan dokter dalam menegakkan 
diagnosis klinis sesuai dengan level kemampuan 
yang ditetapkan, tetapi juga meninjau kemampuan 
klinik dalam menyediakan supply yang dibutuhkan 
untuk menangani 195 diagnosis klinis karena 
keduanya saling berpengaruh. Klinik juga 
diharapkan dapat menentukan strategi cost 
containment yang tepat agar dapat menangani 
diagnosis klinis yang menjadi kompetensinya 
dengan baik.
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